
 

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 5 TAHUN 2015 

TENTANG 

MINUMAN BERALKOHOL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 
tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 
maka perlu diatur pengendalian dan pengawasan agar 
masyarakat merasa terlindungi dari akibat penggunaan minuman 
beralkohol; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai dan 
perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Minuman Beralkohol ; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 33821); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

 



7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5360); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5512); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 

11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
190); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Temanggung Nomor 1 
seri C); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MINUMAN BERALKOHOL. 

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
4. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung etil alkohol atau 

etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung 

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa 
destilasi. 

5. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman beralkohol yang dibuat 
secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan 
pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan 

adat istiadat atau upacara keagamaan.  
6. Produksi adalah bentuk usaha pembuatan minuman beralkohol. 
7. Menjamu adalah menyajikan minuman beralkohol. 
8. Memperdagangkan adalah memperjual belikan minuman beralkohol. 
9. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan atau mendistribusikan 

minuman beralkohol di Daerah. 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan yuridis dalam pengendalian 
dan pengawasan terhadap pelarangan produksi, perdagangan, peredaran dan 
konsumsi minuman beralkohol. 

 

Pasal 3 

 

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah: 

a. mencegah tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan susila; 
b. menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani; 

c. mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas; dan 
d. menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelamatkan 

kehidupan masa depan generasi bangsa. 

 

BAB III 

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL 

 

Pasal 4 

 

(1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut : 

a. Golongan A adalah minumanberalkohol yang mengandung etil alkohol atau 
etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen); 



b. Golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau 
etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 
20% (dua puluh persen); dan 

c. Golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau 
etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai 
dengan 55% (lima puluh lima persen). 

(2) Minuman beralkohol yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah minuman beralkohol tradisional, hasil oplosan dan/atau jenis minuman 
beralkohol lainnya. 

 

BAB IV 
LARANGAN 

 

Pasal 5 

 

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengkonsumsi, 

menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau mengedarkan minuman 
beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali untuk kegiatan 
keagamaan. 

(2) Untuk kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mendapatkan izin dari Bupati. 
(3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB V 

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN 

 

Pasal 6 

 

Penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol hasil pengawasan dan 

pengendalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

 

BAB VI 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 7 

 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelarangan minuman beralkohol. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

memberikan informasi kepada pihak yang berwenang tentang adanya produksi, 

konsumsi, jamuan, penyimpanan, perdagangan dan/atau peredaran minuman 
beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 8 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya 
minuman beralkohol bagi kesehatan dan dampaknya. 

(2) Pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Tim Terpadu. 



(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 
 

BAB VIII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

 

Pasal 9 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana minuman beralkohol, agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 

atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 10 

 

(1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana  kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan  atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah) 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.  

 

 

 



BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 11 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 12 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

 

 

Ditetapkan di Temanggung 

       pada tanggal 12 Mei 2015 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

ttd 

M. BAMBANG SUKARNO 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 12 Mei 2015 

 

    SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

 

 

  ttd 

   BAMBANG AROCHMAN 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 5 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA 
TENGAH : (5/2015) 

 

 

 



PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 5 TAHUN 2015 

TENTANG 

MINUMAN BERALKOHOL 

 

I. UMUM 

Minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan, mengganggu 

keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa 
depan generasi bangsa, maka diperlukan pengendalian dan pengawasan. 

 Pencegahan terhadap semua tindakan yang berakibat terjadinya tindak 
kekerasan dan kriminalitas merupakan upaya yang harus dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat 
serta menyelamatkan kehidupan masa depan generasi bangsa. Di samping itu 
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan 

sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik aparat 
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.  

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol. Guna pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman 

beralkohol, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor  22 Tahun 
2001 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai dan perlu diganti. 

 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan oplosan adalah hasil mencampur, meramu 
dan/atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis 
minuman beralkohol. 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

 



Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

   Cukup jelas 

Pasal 11 

 Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


